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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
 

KEPUTUSAN KEPALA  BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
NOMOR : 3 TAHUN 2006 

TENTANG 
PEMBERIAN PENGHARGAAN BHUMI BHAKTI ADHIGUNA KEPADA PARA 

GUBERNUR, BUPATI DAN ATAU WALIKOTA 
 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
 

Menimbang :   1. bahwa dalam rangka percepatan   peningkatan kualitas pelayanan 
pertanahan diperlukan kontribusi dari berbagai pihak termasuk 
Pemda Propinsi, Kabupaten dan Kota;  

 2.  bahwa para Gubernur, Bupati dan Walikota di beberapa daerah 
telah banyak berperan aktif melalui partisipasi dan kontribusi di 
bidang pertanahan dalam rangka peningkatan pelayanan 
pertanahan dimaksud dalam butir 1 di atas;  

 3.  bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota yang namanya tersebut 
dalam keputusan ini, patut diberikan penghargaan di bidang 
pertanahan ; 

 

Mengingat              : 1.  Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-
ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran 
Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1789) jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran 
Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2124); 

 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pemberian 
Satyalancana Wira Karya (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2391);  

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda 
Kehormatan Satyalancana  Karya Satya (Lembaran Negara Tahun  
1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);  

 4.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 jis 
Nomor 5 Tahun 2002, Nomor 48 Tahun 2002, Nomor 32 Tahun 
2003, Nomor 62 Tahun 2003, Nomor 11 Tahun 2004,  Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2005;  

 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 
tentang Pengangkatan  Kepala Badan Pertanahan Nasional;  

 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan 
kelima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususnan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga  Pemerintah Non Departemen;  

 7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan 
Nasional; 
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 8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 
2006 tentang Pemberian Penghargaan  Berupa Sertipikat/Piagam 
dan Plakat kepada Gubernur, Bupati dan atau W alikota;  

 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan           :  
PERTAMA    : Menganugerahkan penghargaan “BHUMI BHAKTI ADHIGUNA” 

kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana tercantum 
dalam lampiran keputusan, sebagai penghargaan atas partisipasi dan 
dukungannya untuk menjadikan pertanahan sebagai sumber 
kemakmuran rakyat melalui sumbangan pemikiran, kontribusi dalam 
meningkatkan mutu pelayanan, dan pengembangan infrastruktur 
pertanahan serta melalui mekanisme koordinasi yang baik dengan 
jajaran Badan Pertanahan Nasional;  

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya;  

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

   

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 29 Maret 2006 
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JOYO WINOTO, Ph.D 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
NOMOR : 3 TAHUN 2006 

TANGGAL : 29 MARET 2006 

 

DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN  
“BHUMI BHAKTI ADHIGUNA” 

TAHUN 2006 : 
 

1. GUBERNUR BANGKA BELITUNG 

2. GUBERNUR SUMATERA BARAT 

3. GUBERNUR DKI JAKARTA 

4. GUBERNUR JAWA TENGAH 

5. GUBERNUR JAWA TIMUR 

6. GUBERNUR GORONTALO 

7. BUPATI LAMPUNG TENGAH 

8. BUPATI BANGKA 

9. BUPATI MADIUN 

10. BUPATI MOJOKERTO 

11. BUPATI SIDOARJO 

12. BUPATI BADUNG 

13. BUPATI LOMBOK BARAT 

14. BUPATI LUWU UTARA 

15. BUPATI KUTAI KERTANEGARA 

16. BUPATI KUTAI TIMUR 

17. BUPATI SORONG 

18. WALIKOTA PANGKAL PINANG 

19. WALIKOTA DUMAI 

20. WALIKOTA SURABAYA 

21. WALIKOTA MALANG 

22. WALIKOTA MAKASSAR 

23. WALIKOTA TARAKAN 

24. WALIKOTA KUPANG 

25.  WALIKOTA BALIKPAPAN 
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JOYO WINOTO, Ph.D 

 


